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PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Tul

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang dikomulasikan dengan

gugatan hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 07 Mei
1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan dealer
honda Langgur, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx
XXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatatan
XXX XXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXXXXXX, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
XXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tual, 17 September
1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXxXXx XXXXXXX,
pendidikan S1, tempat kediaman di di XXXX XXXXXX, XX XXX XX XXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatatan Kei Kecil, XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Tul, tanggal 05

Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan
tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx
XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah
XXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Juni 2015, Seri MA;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di kediaman milik orang tua Tergugat, kurang lebih 1 tahun yang
beralamat di XXXX XXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX,
Kecamatatan Xxx XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, kemudian Penggugat
dan Tergugat pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah orang tua
Penggugat yang beralamat di XXXX XXXXXX, XX XXX XX XXX, Ohoi XXXXXXXX
XXXXXX, Kecamatatan Xxx XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX hingga
berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah
dikaruniai seorang anak yang bernama;

3.1. ANAK, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Tual, 29 Januari
2016, umur 8 Tahun;
Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Penggugat;
4, Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam
keadaan harmonis tetapi mulai terjadi pertengkaran dan perselisinan sejak
mulai pada bulan Mei 2021, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi
untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada
Penggugat selama kurang lebih 3 tahun;

4.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat berselingkuh

di belakang Penggugat;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 yang terus menerus, sehingga
Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat, sehingga
sejak saat itu Penggugat, tidak pernah lagi kembali ke kediaman orang tua
Tergugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat masih dibawah umur dan saat ini berada dalam penguasaan
Penggugat maka Penggugat mohon ditetapkan pemegang hak hadhanah
(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut;

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat
membutuhkan biaya pemeliharaan yang ditaksir biaya perbulan Rp.
1.000,000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar
Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai
dengan dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh)
persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang
bernama: ANAK, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Tual, 29 Januari
2016, umur 8 Tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan
(hadhanah) anak sebagaimana pada diktum angka 8 (delapan) diatas
sejumlah Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan
melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak
tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan
10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan
kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Tul tanggal 05 Agustus 2024 dan 14
Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa didalam persidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat
gugatan dan Hakim telah mencocokkan dokumen tersebut dengan dokumen
elektronik yang telah Penggugat unggah dalam sistem informasi pengadilan
ternyata cocok dan sesuai;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, ternyata ada
perubahan dalam identitas Penggugat, sebagaimana termuat dalam berita

acara sidang;
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Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan ada perubahan terkait gugatannya
yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astuti Abidin binti Abidin
Nomor XxxxxXxxxxxxxxx Tanggal 05 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Seri MA Tanggal 10
Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXx XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX  XXXXXXXX, Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX Tanggal 26 Juli
2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 10 Juni 2015 di KUA XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
Provinsi Xxxxxx;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tingga bersama di
rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian
Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan
terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, Laki-laki, Tempat Tanggal
lahir Tual, 29 Januari 2016, umur 8 Tahun;

- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam
keadaan baik dan sehat, Penggugat mengasuh anak tersebut
dengan baik;

- Penggugat sehari-hari berprilaku baik dan tidak pernah melakukan
perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak bulan Mei 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat cekcok;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
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- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

- Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2015 di KUA
XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX Provinsi Xxxxxx;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tingga bersama
di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian
Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan
terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX
XXXXXXXX  XXXXXX, Kecamatan XXX XXXXX, XXXXXXXXX — XXXXXX
XXXXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, Laki-laki,
Tempat Tanggal lahir Tual, 29 Januari 2016, umur 8 Tahun;

- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan dirawat oleh

Penggugat;
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- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam
keadaan baik dan sehat, Penggugat mengasuh anak tersebut
degan baik, dan sekarang sudah sekolah SD;

- Penggugat sehari-hari berprilaku baik dan tidak pernah
melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak Mei 2021 yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2021
sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat
dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui perselishan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh
dengan wanita lain dan Tergugat tidak bekerja;

- Bahwa Tergugat tidak bekerja;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Pertimbangan e-Court

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan melalui Sistem Informasi
Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat
gugatan, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan
dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi
Pengadilan (SIP), ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara
aquo dapat dilakukan secara elektronik;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan
patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpendapat perlu mengambil
pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam
perkara aquo, yaitu dalam Kitab Mu’inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

$7Y ol 548 wm pld pralall p Ko o oS> Gl 60 o

o

Artinya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama

kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan
gugurlah haknya” ;

Dan kitab Al Anwar Juz Il halaman 55, yang berbunyi:

aisdly wili] Lz ank ol lgs ol st Jjas olo
Artinya: Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau
tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh

diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin
menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga
dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran bulan Mei 2021, yang terus menerus dan tidak
ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada
Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan Tergugat memiliki wanita idaman
lain (WIL) dan Tergugat berselingkuh di belakang Penggugat, akibat
pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2021 yang terus menerus, sehingga
Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat, sehingga sejak
saat itu Penggugat, tidak pernah lagi kembali ke kediaman orang tua Tergugat,
selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan
Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut, Hakim
berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi formil dan
materil sebagai akta otentik, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan isinya memuat
keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan dalil gugatan
Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 KUH
Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat-alat
bukti tersebut dapat diterima dipersidangan dan mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual
berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
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perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Juni 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa anak yang
bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Tual, 29 Januari 2016, merupakan
anak ke satu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak
keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Fakta Kejadian
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang saah
yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2015 dan tercatat di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX;
2. setelah menikah Pengugat dan Tergugat tingga bersama di rumah
orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan
Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah
orang tua Penggugat di XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan xxx
XXXXX; XXXXXKXKKX XXXXXX XXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana
layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak
yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Tual, 29 Januari 2016,
umur 8 tahun dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
4, Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan masalah ekonomi, Tergugat
tidak bekerja;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak sejak bulan Juni
2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah
berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-
masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa anak tersebut selama di asuh oleh Penggugat dalam
keadaan baik dan sehat, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan
baik;
8. Penggugat sehari-hari berprilaku baik dan tidak pernah
melakukan perbuaan yang dilarang oleh agama dan negara;

Fakta Hukum
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat
(mitsaagon ghaliidhan) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah
Allah SWT .dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah,
dan rohmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Buku | Kompilasi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan
suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat
hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan
tidak berhasil mendaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar tahun 2013
yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA Nomor
4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga
sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain, sudah ada upaya
damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami
dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan
kuwajibannya sebagai suami-istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal
bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adaya
wanita idaman lain, pria idaman lain atau kekerasan dalam rumah tangga, main
judi dan lain-lainnya);
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Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahakamah
Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi
hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi
pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan
cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterang 2 (dua) orang saksi
Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga
rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya
mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar
perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri
berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal
selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterang 2 (dua) orang saksi
Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang, sehingga telah memebubhi
ketentuan dalam Sema Nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar
sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang
demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana
yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 serta kaidah figih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai
berikut :

l_aoll > e paso awlaall g

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih

pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq,

Jilid I, halaman 83 dan kitab Al-Igna juz Il halaman 133 yang berbunyi:

o azoill sbxll o laiai o Gl plas pMawdl sl adg
oo bygo Tloill dal) quai cuzs . glo Yy mai lgd gai 2
ozl puzg il azl Lo oS Ul olize il OY 7o,
alasll zg,) oLl olls [329 250l

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga
sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),
sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami
isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk

penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.
Mu....am‘ @b d.‘h LGA.JJJ %Jj.“ 3..@) pe AL \3\3

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka
hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak
satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan

Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
gugatan Penggugat petitum angka 2 di atas dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan
pemegang kuasa asuh anak (hadlanah) kepada Penggugat, Hakim akan
memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak, setidaknya ada 4
peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah)
dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak
asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa
pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah)
adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak
yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut
Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya
sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan
selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang
dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti
menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita
ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya
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lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan
itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak diutamakan demi
kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) baik yang berkaitan
dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan,
moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orangtua atau yang
memelihara semata, sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perubahan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka
Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi
syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak
yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, anak Penggugat dan Tergugat
bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Tual, 29 Januari 2016, umur 8 tahun
dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi
Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehari-hari diasuh dan
dirawat oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat,
Penggugat mengasuhnya dengan baik, Penggugat sehari-hari berprilaku
dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan
negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang
dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana
telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK,
tempat dan tanggal lahir Tual, 29 Januari 2016, umur 8 tahun, anak tersebut
masih belum mumayyiz dan sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat,
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Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini tidak terdapat bukti sebagai
pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan
kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan
terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi
syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh
(hadhanah) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang
hak hadhanah atas anak-anak yang bernama: ANAK, tempat dan tanggal lahir
Tual, 29 Januari 2016, umur 8 tahun, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan
berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk
mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut.
Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah
kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan
perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan
kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi
kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin
menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak-anak
tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak-anak tersebut. Artinya
komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal
pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik,
berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah
hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada huruf Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar
Agama angka 4 yang menyatakan, “Dalam amar penetapan hadhanah atas
anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi
akses kepada orang tua yang tidak memegan hak hadhanah untuk bertemu
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dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan
bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak
hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak
hadhanah”, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak
ases untuk bertemu anak-anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu
keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut
dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan
hak hadhanah Penggugat atas anak-anak tersebut;
Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menghukum
Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadlanah) kepada
Penggugat, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (¢) dan Pasal 149 huruf (d)
serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan
nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-
kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21
tahun);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah pemeliharaan
(hadhanah) anak, Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dalam kitab Al-
Muhadzdzab II: 177, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim,
sebagai berikut:

Jollass oY1 ole g
Artinya: “Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya”

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah anak harus
disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada
sisi lain, serta senyatanya anak-anak tersebut diasuh;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi
Penggugat, telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikarunia seorang anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Tual, 29
Januari 2016, umur 8 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi
Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti bahwa Tergugat hari ini tidak
bekerja, namun Hakim menilai bahwa Tergugat saat ini masih berusia 26 tahun
dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak dibenarkan keadan
Tergugat tidak bekerja mengakibatkan gugurnya kuwajiban Tergugat untuk
memberikan nafkah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
diatas, Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak
yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Tual, 29 Januari 2016, umur 8
tahun sejumlah Rp750.000,00 (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap
bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan atau dewasa
melalui Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarakan ketentuan Pasal 156 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam Hakim menilai bahwa biaya pendidikan anak tidak
termasuk dalam biaya nafkah anak, oleh karena itu nafkah anak yang akan
ditetapkan di luar dari biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa selain biaya pendidikan, dalam menentukan biaya
nafkah anak, Hakim juga mempertimbangkan bahwa nafkah anak dimaksud
diluar biaya kesehatan, karena menjaga kesehatan anak merupakan tanggung
jawab orang tua sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, nafkah anak yang akan
ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, menyatakan bahwa amar mengenai
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pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai
dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan
dan kesehatan;

Menimbang, bahwa biaya kebutuhan anak akan mengalamai kenaikan
akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Hakim
menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per
tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (Astuti Abidin binti Abidin);

4, Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah)

anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Tual, 29 Januari
2016, umur 8 Tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat
untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak tersebut dengan
sepengetahuan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan
(hadhanah) anak sebagaimana diktum angka 4 tersebut, melalui Penggugat
sejumlah Rp750.000,00 (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan
sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan setiap tahunnya 10 %
(sepuluh persen) ;
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6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 27
Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriyah, oleh
kami Anwar Fauzi, S.H.l., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin
Mahkamah Agung Republik
51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/lzin

sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

dari Ketua Indonesia Nomor

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan
didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Prayitno Putro,
S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Anwar Fauzi, S.H.l., M.H.
Panitera Sidang,

ttd

Prayitno Putro, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp118.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp263.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



